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BAB II 

DINAMIKA KERJASAMA SISTER CITY YANG 

DILAKUKAN KOTA BANDUNG  

 Profil suatu wilayah adalah salah satu pertimbangan 

untuk menelisik lebih dalam mengenai kondisi masyarakatnya. 

Dalam bab ini akan dipaparkan profil Kota Bandung dari segi 

sejarah, geografis, demografis, perekonomian, dan 

pemerintahan. Selain itu, bab ini juga akan mengulas sejarah 

dan beberapa kerjasama sister city yang dilakukan oleh Kota 

Bandung. 

A. Dinamika Kota Bandung 

1. Sejarah Kota Bandung 

  Kota Bandung didirikan oleh R.A. 

Wiranatakusumah II, Bupati Bandung ke-6 (1794 – 

1829) dengan pola kota tradisional. Kota itu didirikan 

sebagai pusat pemerintahan kabupaten pada waktu itu 

(Hardjasaputra S. A., 2003). Kata Bandung berasal dari 

kata bending atau bendungan akibat terbentuknya 

sungai Citarum akibat Lava Gunung Tangkuban Perahu 

yang selanjutnya membentuk sebuah telaga. 

Berdasarkan legenda yang beredar, “bandung” 

merupakan kendaraan air yang diikat berdampingan dan 

digunakan oleh R.A Wiranatakusumah II untuk berlayar 

mengarungi sungai Citarum dalam rangka mencari 

tempat kedudukan sebagai pengganti ibu kota yang baru  

(Bandungaktual, 2015). 

 Kota Bandung sebelum dipimpin oleh bupati ke-6 

Wiranatakusumah yang bergelar “Dalem Kaum I” pada 

periode 1794-1829 beribu kota di Krapyak sekarang 

Dayeuhkolot yang berjarak 11 kilometer keselatan dari 

Kota Bandung. Saat itu, terjadi perpindahan kekuasaan
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Nusantara dari Kumpeni ke Pemerintahan Hindia 

Belanda dengan Gubernur Jendral pertama Herman 

Willem Daendels (1808-1811) (Pemkot Bandung, 2017, 

p. 4). 

 Hadirnya Daendels di Nusantara ditandai dengan 

pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan 

yang panjangnya hampir 1000 km dikerjakan oleh 

rakyat pribumi dengan sistem kerja paksa. Di daerah 

Bandung sekarang, jalan raya itu adalah jalan Jenderal 

Sudirman, Jalan Asia-Afrika, Jalan Ahmad Yani, 

berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Demi 

kelancaran pembangunan jalan, Daendels mengirimkan 

surat pada tanggal 25 mei 1810 yang isinya meminta 

bupati Bandung dan bupati Parakanmuncang untuk 

memindahkan ibu kota kabupaten masing-masing ke 

daerah Cikapundung dan Andawadak (tanjungsari) 

mendekati jalan raya pos (Pemkot Bandung, 2017, p. 7). 

  Pada dasarnya, sebelum Daendeles 

mengirimkin surat tersebut pemerintah Bandung telah 

berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke 

daerah yang dimaksud oleh Daendeles. Pada akhir tahun 

1808 atau awal 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya 

pindah dari Krapyak. Pada awalnya, bupati tinggal di 

Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke 

Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke kampung 

Bogor (kebon kawung, pada lahan gedung pakuan 

sekarang) (Pemkot Bandung, 2017, pp. 8-9). 

  Kota Bandung akhirnya diresmikan menjadi 

Ibukota Kabupaten Bandung dengan besluit (baca: 

besleiyt) atau surat keputusan tanggal 25 september 

1810 yang selanjutnya dijadikan sebagai hari lahirnya 

Kota Bandung dan telah disahkan oleh DPRD Kota 

Bandung dalam peraturan daerah nomor 35 tahun 1998 

(Pemkot Bandung, 2017, p. 10). 
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Gambar 2.1 Lambang Kota Bandung 

Sumber : https://portal.bandung.go.id/lambang-dan-bendera 

2. Letak Geografis Kota Bandung 

 Kota Bandung terletak pada koordinat 107º36’ 

Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan. Luas wilayah 

Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Luas wilayah kota 

Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 

Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota 

Bandung berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 

Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Bandung Barat dan Cimahi; 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Bandung; dan 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Bandung 

 

 
Gambar 2.2 Peta Kota Bandung 

Sumber:https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily

/2017/08/14/njnvKONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA

%20BANDUNG.pdf 

 

  Jika dilihat dari topograinya, Kota Bandung 

terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut 

(mdpl). Titik tertinggi berada di daerah Utara dengan 

ketinggian 1.050 mdpl, dan titik terendah berada di 

sebelah Selatan dengan ketinggian 675 mdpl. Kota 

Bandung dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk 

semacam cekungan (Bandung Basin). Kondisi 

geologisnya terdiri dari lapisan aluvial hasil letusan 

gunung Tangkuban Perahu. Sedangkan kondisi iklimnya 

banyak dipengaruhi oleh pegunungan yang mengitari. 

Sehingga udara di Kota Bandung terasa cukup sejuk. 

Berikut adalah tabel temperatur rata-rata kota Bandung 

(https://portal.bandung.go.id, p. 4). 

https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2017/08/14/njnvKONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA%20BANDUNG.pdf
https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2017/08/14/njnvKONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA%20BANDUNG.pdf
https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2017/08/14/njnvKONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA%20BANDUNG.pdf
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Tabel 2.1 Temperatur rata-rata Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

Tahun 2012 

 

3. Kondisi Demografi Kota Bandung 

  Kondisi dan perkembangan demografi sangat 

berperan penting dalam proses pembangunan. Penduduk 

merupakan aspek yang terpenting dalam perkembangan 

suatu wilayah. Komposisi, dan distribusi penduduk akan 

mempengaruhi struktur ruang , kegiatan sosial, dan 

ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan 

memiliki hubungan dan interaksi dengan kondisi 

kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang 

demografi memiliki posisi sentral dalam menentukan 

kebijakan (https://portal.bandung.go.id). 

  Jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan 

data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Bandung pada tahun 2016 sebesar 2.490.622 Juta jiwa 

dengan tingkat pertumbuhan 0,37%. Angka tersebut 

turun dari tahun 2015 dengan jumlah penduduk 

2.481.469 dan tingkat pertumbuhannya sebesar 0,43% 

lebih kecil dari tahun sebelumnya. BPS merilis data dari 

tahun 2011-2016 dengan grafik yang terus turun (BPS 

Kota Bandung, 2016).  
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Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju 

Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2011-2016 

Tahun Penduduk 
Laju Pertumbuhan Penduduk 

per Tahun (%) 

2011 2.429.176 0,71 

2012 2.444.617 0,64 

2013 2.458.503 0,57 

2014 2.470.802 0,50 

2015 2.481.469 0,43 

2016 2.490.622 0,37 

 

 Sumber/Source: 2014-2016 : Proyeksi Penduduk 

Indonesia 2010–2035/Indonesia Population Projection 2010–

2035 

 

  Sedangkan jumlah penduduk kota Bandung 

berdasarkan rasio jenis kelamin pada tahun 2015 

tercatat sebanyak 1.253.274 jiwa berjenis kelamin laki-

laki dan 1.228.195 jiwa berjenis kelamin perempuan 

dengan rasio 1020 jiwa (BPS Kota Bandung, 2015 ). 

  Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 

Agustus 2011-2015 indikator ketenagakerjaan Kota 

Bandung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 

jumalah angkatan kerja sebanyak 1.192.521 jiwa, 

107.532 jiwa masih menganggur atau sekitar 9,02 % 

pengangguran terbuka (presentase jumlah pengangguran 

terhadap angkatan kerja)  dari seluruh penduduk 

Bandung (BPS Kota Bandung, 2015 ).  

 

4. Kondisi Perekonomian Kota Bandung 

  Kondisi perekonomian Kota Bandung dalam 

dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Data yang 

dirilis BPS menyatakan pada tahun 2015, laju 

pertumbuhannya sebesar 7,63 % menunjukkan 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,71 %. 

Untuk lebih jelasnya berikut tabel LPE Kota Bandung. 
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Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Kota Bandung tahun 2011-

2015 

Tahun LPE (%) 

2011 7,91 

2012 8,53 

2013 7,84 

2014 7,71 

2015 7,63 

Sumber : BPS Kota Bandung 

 

  Selain laju pertumbuhan ekonomi, kondisi 

perekonomian Kota Bandung juga dapat dilihat dari  

tingkat pendapatan daerah yang naik dari tahun 2014 

sebesar Rp. 4.953.940.629 menjadi Rp. 5.330.912.167 

yang juga menempati posisi kedua pendapatan terbesar 

di Jawa Barat setelah Kota Bogor (BPS Kota Bandung, 

2016).  

  Indeks Daya Beli tahun 2012 adalah sebesar 

66,35 naik dari Tahun 2011 65,90. Indeks Daya Beli 

merupakan alat ukur untuk mengetahui standar 

kehidupan yang layak dan juga sebagai indikator 

komposit dalam menghitung Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) (Bandung, 2014). Indeks Pembangunan 

Manusia Kota Bandung selalu berjalan kearah positif, 

BPS mengukur dimensinya menggunakan harapan lama 

sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, 

dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Dari data 

yang didapat menunjukkan IPM Kota Bandung naik 

sekitar 1% per tahunnya, hingga pada tahun 2016 

mencapai 80,13 (BPS Kota Bandung, 2016). 

 

5. Pemerintahan Kota Bandung 

  Sejak berdiri hingga pertengahan tahun 1864, 

kota Bandung hanya berfungsi sebagai ibukota 

Kabupaten. Kota ini sepenuhnya diperintah oleh bupati 

R.A. Wiranatakusumah II dilanjut-kan bupati R.A. 
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Wiranatakusumah II (1829 – 1846), dan bupati R.A. 

Wiranatakusumah IV (1846-1874). Pada masa 

pemerintahan R.A Wiranatakusumah kota Bandung 

tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1864 menjadi ibukota 

priyangan menggantikan kota Cianjur yang porak 

poranda akibat letusan Gunung Gede. Sejak saat itu, 

terdapat dualisme kekuasaan antara Kabupaten Bandung 

(pemerintahan tradisional) dan keresidenan (pemerintah 

kolonial). Hal ini berlangsung hingga kota Bandung 

menjadi kota dengan pemerintahan otonomi yang 

disebut gemeente (baca: chemente), sejak 1 april 1906 

(Pemkot Bandung, 2017). 

  Gemeente Bandung dibentuk pada waktu 

kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-10, R.A.A 

Martanegara (1893-1918), pengganti bupati R.A. 

Kusumadilaga (1874-1893). Dengan adanya gemeente , 

maka di Kota Bandung berlangsung tiga bentuk 

pemerintahan yaitu kabupaten, keresidenan, dan 

gemeente (Pemkot Bandung, 2017, p. 10). 

  Dalam hal ini pemerintahan gemeente sebagai 

pemerintahan kota yang bersifat otonom, memiliki hak 

lebih dominan daripada kedua pemerintah lain di kota 

Bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas 

dan kewajiban pemerintah gemeente namun dalam 

praktiknya bupati tetap memiliki peran dalam kapasitas 

sebagai anggota dewan kota (gemeente road ). Sejak 

tanggal 1 oktober 1926, sebutan gemeente diubah 

menjadi stadsgemeente yang berlangsung hingga akhir 

pemerintahan Hindia Belanda (Pemkot Bandung, 2017, 

pp. 11-12). 

  Pada masa pendudukan Jepang (Maret 1942 – 

14 Agustus 1945), pemerintah Kota Bandung disebut 

Bandung shi. Pada masa kemerdekaan, sebutan 

pemerintah Kota Bandung berubah-ubah yaitu sebagai 

berikut: 
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 Haminte Bandung, dari 24 April 1946 – 11 Maret 

1948 (Pada masa negara Pasundan di bawah 

pemerintahan RIS) .  

 Kota Besar Bandung, sejak 15 Agustus 1950. 

 Kotapraja Bandung, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah.  

 Kotamadya Bandung, sebagai pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan surat edaran 

Walikota sebagai Kepala Daerah Bandung Nomor 

637 Tanggal 19 Maret 1966 (Pemkot Bandung, 

2017, p. 10). 

 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah 

hingga tahun 1998.  

 Pemerintah Kota Bandung, sejak tahun 1999 sampai 

sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan (Pemkot Bandung, 2017, p. 13). 
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 Berikut adalah nama-nama Walikota yang pernah 

menjabat diKota Bandung dari tahun 1906 sampai saat 

ini. 

 

Tabel 2.4 Daftar Nama Walikota Bandung 

No Nama Walikota Masa Jabatan 

1 E.A. Maurenbrecher 1906-1907 

2 R.E. Krijbroom 1907-1908 

3 J.A. Van der Ent 1909-1910 

4 J.J Verwijk 1910-1912 

5 C.C.B Van Vlenier dan Van Bijveld 1906-1907 

6 B.Coops 1913-1920 

7 S.A. Reitsma 1920-1921 

8 B.Coops 1921-1928 

9 Ir. J.E.A Van Wolsogen Kuhr 1928-1934 

10 Wesselink 1934-1936 

11 N. Beets 1936-1942 

12 R.A Atmadinata 1942-1945 

13 R. Sjamsurizal 1945-1946 

14 Ir. Bratakusumah 1946-1949 

15 R. Enoch 1949-1956 

16 R. Priatnakusumah 1956-1966 

17 R. Didi Jukardi 1966-1968 

18 Hidayat Sukarmadijaya 1968-1971 

19 R. Otje djundjunan 1971-1976 

20 H.Ucu Djunaedi 1976-1978 

21 R. Husein Wangsaatmadja 1978- 1983 

22 H.Ateng Wahyudi 1983-1993 

23 H.Wahyu Hamijaya 1993-1998 

24 Aa Tarmana 1998-2003 

25 H.Dada Rosada 2003-2013 

26 Mochamad Ridwan Kamil 2013-Sekarang 

 

Sumber : Lintasan Sejarah Kota Bandung dan 

Pemerintahannya 
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B. Landasan Kerjasama Sister City Kota Bandung 

   Hubungan kerjasama internasional saat ini tidak 

hanya bisa dilakukan oleh Negara selaku aktor yang 

dominan, namun peran Pemerintah daerah/kota juga 

memiliki andil untuk berkecimpung dalam kehidupan 

Internasional melalui kerjasama Sister City. Kerjasama 

sister city yang berjalan tentunya memiliki landasan hukum 

yang berlaku di masing-masing negara yang 

menjalankannya. Proses pelaksanaan program kegiatan 

tentu harus berlandaskan aturan resmi yang berlaku agar 

tetap selaras dengan prinsip konsep sister city. Berikut ini 

beberapa landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah 

Bandung dalam bekerjasama dengan kota lain diluar negeri 

berdasarkan aturan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3882); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4012); 

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah; 

8. Peraturan Menteri Negara Bappenas Nomor PPER-

005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan 

dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang 

Dibiayai dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 

9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 

Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum 

Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh 

Pemerintah Daerah: 

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah 

Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 

tentang Hibah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada 

Pemerintah Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam 

Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12); 

15. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 

154 (http://kerjasama.bandung.go.id).  

 Landasan hukum kerjasama sister city diatas 

diharapkan dapat saling berkesinambungan dengan 

program kerja yang dibentuk oleh kedua belah kota. 

Sehingga dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki dan peran masyarakat dalam kerjasama yang 

dilakukan. Selain itu, kedua belah pihak dapat melakukan 

pertukaran informasi dan kolaborasi program terkait 

bidang-bidang yang dikerjasamakan. Tujuannya untuk 

memudahkan kedua kota memaksimalkan potensi dan 

memperoleh hasil yang maksimal tanpa harus 

bersinggungan dengan aturan-aturan yang berlaku. 

  Selain dasar-dasar hukum yang berlaku, untuk 

melakukan kerjasama Sister City memiliki tahapan-

tahapan dalam pelaksanaannya, berikut ini akan dijelaskan 

mengenai langkah-lamgkah kerjasama sister city  sesuai 

dengan panduan kerjasama pemerintah daerah/kota : 

1. Inventarisasi potensi daerah. Langkah awal ini sangat 

bermanfaat untuk memetakan di bidang apa saja suatu 

daerah harus bekerja sama dengan pihak luar negeri. 

Daerah yang tidak memiliki inventaris potensi 

unggulan daerah yangmenjadi prioritas kerja sama 

akan gagap ketika ada tawaran kerja sama dari pihak 

asing. 

2. Penyusunan Country Profile. Country profile berisi 

gambaran umum satu daerah dan memuat beberapa 

sektor unggulan daerah yang siap dikerjasamakan. 
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3. Publikasi via web, KJRI, dan Kedubes. Penting bagi 

daerah untuk memiliki alamat web yang menampilkan 

berbagai aspek pemerintahan, potensi daerah dan 

mekanisme investasi atau kerja sama dalam Bahasa 

Ingris. Informasi yang tersaji dalam web akan dapat 

dibaca oleh orang dari belahan dunia yang mana pun. 

Publikasi yang dilakukan lewat lembaga atau kantor-

kantor resmi, misalnya Konsulat Jenderal RI (KJRI) 

atau kedutaan besar RI di luar negeri, akan berjalan 

lebih lambat dibandingkan dengan publikasi lewat 

internet. Meski demikian, KJRI dan Kedubes RI tetap 

strategis untuk publikasi potensi daerah sebab dapat 

membantu memfasilitasi terjalinnya kerja sama 

dengan pihak asing. 

4. Indentifikasi partners asing. Pemda dapat berinisiatif 

untuk mengidentifikasi beberapa calon partners yang 

potensial diajak kerja sama. Untuk memilih dan 

menganalisa calon partners asing ini, pemda dapat 

menggunakan tenaga ahli dari perguruan tinggi atau 

profesional sehingga lebih akurat dan obyektif 

pertimbangannya. 

5. Memulai Kontak-kontak via KJRI/Kedubes RI atau 

pihak lain. Jika telah mengidentifikasi beberapa calon 

partners kerja sama, maka daerah dapat memulai 

kontak-kontak dengan pihak asing melalui KJRI atau 

Kedubes atau pun kontak langsung, jika 

memungkinkan. Kontak-kontak ini sangat menentukan 

untuk terjalinnya kesepakatan pertemuan antara para 

pihak. 

6. Meeting pejabat berwenang/negosiasi letter of intent 

(LoI). Jika telah ada kesepakatan dengan pihak asing 

tentang pertemuan awal para pejabat daerah, maka itu 

akan terbuka kemungkinan untuk disepakatinya LoI 

antara para pihak, yang berisi keinginan untuk 

melakukan kerjasama secara formal. 
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7. Perencanaan pembuatan MoU, antara calon partner 

dengan pemda. Dengan berbekal LoI, daerah dapat 

memulai membentuk Tim negosiasi yang akan 

merumuskan rencana kerjasama dan draft 

memorandum of understanding (MoU). MoU berisi 

bidang-bidang apa saja yang akan disepakati, masa 

berlaku persetujuan, pembentukan Tim teknis, sumber 

pendanaan dan perubahan kesepakatan, serta tentu saja 

para pejabat pembuat MoU. 

8. Pembahasan dengan DPRD. Pembahasan Rencana 

Kerja Sama dan Draft MoU oleh DPRD sangat relatif 

prosesnya. Dapat langsung ditangani oleh komisi yang 

membidangi urusan kerja sama, biasanya Komisi A 

atau Komisi I, namun dapat pula agak lama kalau 

prosesnya melalui pembahasan di panitia khusus 

(pansus). Untuk pembahasan di dewan, lihat lebih 

lanjut di Bab VII. 

9. Penandatanganan MoU. Jika persetujuan DPRD atas 

rencana kerja sama telah dicapai, maka pemda dapat 

melanjutkan negosiasi tentang finalisasi materi MoU 

dengan calon partner kerja sama luar negeri dan 

melakukan penandatanganan dokumen MoU tersebut. 

Sangat mungkin, draft MoU yang dibawa ke dewan 

saat pembahasan persetujuan rencana kerja sama 

berbeda dengan hasil final yang disepakati dengan 

calon mitra luar negeri. Hal ini wajar selama tidak 

menyangkut masalah-masalah prinsip. 

10. Tindak lanjut Tim Teknis. Setelah penandatanganan 

MoU, biasanya dilanjutkan dengan pertemuan Tim 

Teknis atau Joint Committee yang akan membicarakan 

secara detail program-program kerja sama dan agenda 

pelaksanaannya. 

11. Penyiapan Anggaran Program/Kegiatan. Sesuai 

dengan mekanisme penyusunan anggaran dalam 

APBD, maka anggaran yang akan digunakan untuk 

penanganan kerjasama mulai dari pertemuan awal 
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negosiasi dan fasilitasi (hospitality) para utusan dari 

negara asing di Indonesia harus disiapkan setahun 

sebelumnya. Program dan pelaksanaan kerja sama 

akan tersendat manakala penyiapan anggaran 

daerahnya belum jelas. 

12. Pelaksanaan Program Kerja sama. Pada tahap ini 

semua aspek harus sudah siap untuk dijalankan, baik 

menyangkut sumber daya manusianya, dananya, 

maupun kesiapan mitra asing. 

13. Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama. Mekanisme 

evaluasi kerja sama luar negeri tetap mengacu pada 

pola mekanisme evaluasi program/kegiatan 

pemerintahan pada umumnya. Namun, ada yang harus 

disadari bahwa hasil atau output kerjasama luar negeri 

tidak semuanya dapat diukur secara kuantitatif, artinya 

manfaat atau benefit-nya dapat berupa sesuatu yang 

abstrak seperti meningkatnya hubungan kerja sama 

antar kedua bangsa, di samping hasil-hasil yang 

bersifat profit, materiil. Meski demikian, pemda dapat 

menentukan mana kerja sama yang dapat dikatakan 

boros dan kurang menguntungkan, dan mana kerja 

sama yang produktif dalamikut mempercepat 

pembangunan daerah  (Mukti, 2013). 

 

C. Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota-kota 

di Luar Negeri 

 

   Kerjasama Sister City yang dimiliki oleh Kota 

Bandung adalah jembatan bagi masyarakat kota Bandung 

untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam 

kehidupan masyarakat dunia dan kerjasama tersebut dapat 

menjadi pemantik pengembangan kegiatan Pemerintah 

Kota Bandung dengan masyarakat dunia. Bandung 

sebagai Kota pelopor terjalinnya kerjasama luar negeri 

antar Pemerintah daerah telah melakukan kerjasama kota 

kembar di tahun 1960 dengan salah satu Kota di Jerman, 
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Braunschweig. Kerjasama tersebut menjadi pionir 

tumbuhnya kerjasama serupa diberbagai Permerintah 

daerah lainnya di Indonesia. Kerjasama Bandung-

Brausnsweigh juga menjadi kota penyelenggaraan Sister 

City terlama (Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat 

Daerah Kota Bandung, 2016). Adanya kerjasama sister 

city menjadi penghubung bagi Pemerintah Bandung untuk 

mewujudkan cita-cita dan visi misi yang akan dicapai 

dengan lebih cepat. Tercatat sampai saat ini Bandung 

telah melakukan kerjasama sister city dengan dua puluh 

lima kota diluar negeri, namun berdasarkan data Staff 

Ahli Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung 

kerjasama yang masih aktif hanya berjumlah empat belas 

kota di luar negeri. Berikut ini tabel kota-kota yang 

menjalin kerjasama Sister City dengan Bandung. 
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Tabel 2.5 Sister City Kota Bandung 

 

No Kota Negara 

1.  Forth, Worth, 

Texas 

Amerika Serikat 

2.  Miami, Florida Amerika Serikat 

3.  Las Vegas, Nevada Amerika Serikat 

4.  Nelspruit Afrika Selatan 

5.  Tshwane Afrika Selatan 

6.  Kuantan Malaysia 

7.  Seremban Malaysia 

8.  Petaling Jaya Malaysia 

9.  Bari  Italia 

10.  Klagenfurt Austria 

11.  Cebu City Filipina 

12.  Cotabato Filipina 

13.  Braunschweig Jerman 

14.  Udon Thani  Thailand 

15.  Bangalore India 

16.  Namur Belgia 

17.  Maribor Slovenia 

18.  Topolcianky Republik 

Slovenia 

19.  Suwon  Korea Selatan 

20.  Seoul Korea Selatan 

21.  Liuzhou RRC 

22.  Hangzhou RRC 

23.  Yingkou RRC 

24.  Shenzen RRC 

25.  Almaty Kazakhstan 

26.  Mandalay Myanmar 

27.  Kawasaki Jepang 

28.  Toyota Jepang 

29.  Hammamatsu Jepang 

Ket: Kolom biru menandakan kerjasama masih aktif 
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   Berikut akan dipaparkan beberapa kerjasama 

Sister City yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Bandung dengan kota-kota diluar negeri. 

 

1. Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota 

Braunschweig, Jerman 

 

   Bandung telah melakukan kerjasama dengan 

pihak asing sejak tahun 1960, Pemerintah Bandung 

beranggapan dengan adanya kerjasama akan lebih 

mudah untuk mewujudkan visi misi kota Bandung. 

Persamaan karakteristik dan kepentingan antara Kota 

Bandung dan Kota Braunschweig adalah salah satu 

alasan mendasar Bandung menjalin kerjasama sister 

city untuk pertama kalinya. Kerjasama ini pertamakali 

diinisiasi oleh saran Prof.DR. George Eckert, salah 

satu staf UNESCO yang mana kedua belah Kota 

saling memiliki Universitas Pendidikan, yaitu 

Padagogische Hochschule yang berada di 

Braunschweig dan Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang pada saat itu bernama PTPG, 

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang kita kenal 

sekarang bernama Universitas Pendidikan Indonesia. 

Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1960, Kerjasama ini 

resmi berlaku setelah Walikota Bandung R. Priatna 

Kusumah dan Prof. DR. George Eckert 

menandatangani nota kesepahaman 

(https://portal.bandung.go.id). 

   Banyaknya persamaan kepentingan antarara 

Bandung dan Braunscheweig membuat kerjasama ini 

berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan Undang-

undang yang berlaku pada tahun 2000, kedua belah 

pihak kembali menandatangi kesepakatan kerjasama 

dalam  berbagai bidang, yaitu : 

1. Ekonomi, Perdagangan. lndustri, dan 

Kepariwisataan; 
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2. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi; 

3. Pendidikan. Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, 

Kepemudaan dan Keolahragaan (Fauziah, 2017). 

 

 
Gambar 2.3 Tugu Sister City Bandung-Braunschweig 

Sumber : Portal Bandung 

    Kerjasama yang telah terjalin antar kedua 

belah pihak telah memasuki usia diatas 50 tahun. 

program-program yang dicanangkan tentunya banyak 

yang telah terlaksana. Berikut ini adalah beberapa 

program yang telah terealisasi sebagai hasil dari 

kerjasama Bandung dan Braunschweig, yaitu : 

 

a. Promosi kebudayaan Jawa Barat, dengan 

diselenggarakannya acara Penampilan Tim 

Kesenian Kota Bandung pada Pameran Harz und 
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Heide. Acara ini telah berlangsung sejak tahun 

1974 hingga 1997. 

b. Pengembangan inovasi, ide, serta kualitas tim 

olahraga dan senam kota Bandung dalam Bandung 

Gymnastic Training and Exhibition pada tahun 

1974. 

c. Pembangunan kembali Gedung Gelanggang 

Generasi Muda (GGM). Gedung ini berhasil 

dibangun kembali bersama dengan bantuan 

Braunschweig pada tahun 1970. Gedung ini 

dibangun untuk membangkitkan semangat sosial 

dan sejarah kota. 

d. Pengiriman Misi Dagang oleh KADIN kedua kota 

bersamaan dengan Pameran Harz Und Heide sejak 

tahun 1974 hingga tahun 2001 untuk 

mendiskusikan keinginan, ide, inovasi, dan 

sebagainya terkait perdagangan; 

e. Pelaksanaan program Praktik yang diikuti oleh 

Pejabat Pemerintah kota Bandung dari tahun 1972 

sampai dengan tahun 2000; 

f. Pengiriman Pemuda kota Bandung ke kota 

Braunschweig dan Penerimaan Kunjungan Pemuda 

dari kota Braunschweig ke kota Bandung sejak 

tahun 1985 hingga tahun 2001. 

g. Bantuan mobil VW Combi; dan masih banyak lagi 

(Rani, 2013). 

 

 2. Kerjasama Sister City Kota Bandung dan Kota   

Suwon, Korea Selatan 

 

   Kerjasama antara bandung dan Suwon 

bermula setelah penandatanganan Letter of Intent pada 

tanggal 5 Agustus 1996 antara Pemerintah Kota 

Suwon, Provinsi Kyonggi, Republik Korea Selatan 

dengan Pemerintah Daerah tingkat II Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Selanjutnya, 
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pernyataan kehendak secara resmi disahkan atas 

penandatanganan nota kesepahaman antar keduanya 

pada tanggal 25 Agustus 1997 oleh Walikota Bandung 

saat itu Wahyu Hamijaya atas surat kuasa dari Menteri 

luar negeri Ali Alatas  dengan Sim Jae Douk, 

Walikota Suwon. Adapun bidang kerjasama yang 

disepakati adalah sebagai berikut : 

 

a. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan 

Pariwisata; 

b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi; 

c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, 

Pemuda dan Olahraga; 

e. Bidang-bidang lain yang akan disetujui oleh Para 

Pihak (Memorrandum of Understanding antara Kota 

Suwon dan Kota Bandung). 

 

.  

Gambar 2.4 Tugu Sister City Bandung-Suwon 

Sumber : Portal Bandung 
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 Kerjasama Bandung dan Seoul belum berjalan 

maksimal karena adanya krisis tahun 1998 yang 

berdampak pada sektor ekonomi sebagai pusat 

kerjasama. Peristiwa tersebut tidak lantas 

menghentikan kerjasama keduanya. Berikut adalah 

beberapa hasil dari kerjasama Bandung dan Seoul : 

1. Delegasi Bisnis Kota Suwon telah mengadakan 

pembicaraan dengan Kadin Kota Bulan Juni 2000, 

dimana pada saat itu Pengusaha Kota Bandung 

telah memberikan informasi tentang kegiatan 

bisnis dan ekonomi di Kota Bandung.  

2. Bidang Pemuda dan Olah Raga, Kota Bandung 

telah diberi kesempatan mengirimkan tim sepak 

bola junior 18 tahun yang diwakili oleh Persib 

Junior.  

 Sedangkan program Jangka Panjang dengan 

Kota Suwon:  

 Kadin Kota Bandung akan bekerja sama dengan 

Kadin Kota Suwon untuk membuka pusat 

perdagangan, ekonomi dan industri di Kota 

Suwon, yang pada awalnya Kadin Kota Bandung 

akan mengirim profil perusahaan dan produk. 

 Pemerintah Kota Bandung dan Kota Suwon akan 

melaksanakan studi banding antara pegawai 

pemerintahan untuk mempelajari manajemen 

pemerintahan masing-masing kota selama empat 

bulan. 

 Dalam bidang Olah Raga Kota Bandung melalui 

Persib Bandung (merencanakan) mengadakan 

kerja sama dengan klub sepak bola Blue Wings 

(Sinaga, 2010). 
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3. Kerjasama Sister City Kota Bandung dan Kota 

Fort Worth, Amerika Serikat 

   Kerjasama anatara Kota Bandung dan Fourth 

Worth ini awalnya tercipta dari saran Prof. Dr. Ing B.J 

Habibie pada waktu itu menjabat sebagai Menteri 

Riset dan Teknologi sekaligus Direktur IPTN. 

Kerjasama IPTN dengan Pabrik Helicopter BELL di 

Texas Amerika Serikat menjadi awal mula kerjasama 

sister city antara Bandung dan Fort Worth 

(www.bandung.go.id). Penandatanganan MoU oleh 

Walikota Bandung Ateng Wahyudi dan Walikota Fort 

Worth Negara Bagian Texas oleh Garey Gilley pada 

tanggal 2 April 1990 menyetejui kerjasama dalam 

berbagai bidang yaitu : 

 

a. Ekonomi, Perdagangan, Industri dan 

Kepariwisataan; 

b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi; 

c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, 

Kepemudaan dan Keolahragaan. 

(http://kerjasama.bandung.go.id). 
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Gambar 2.5 Tugu Sister City Bandung-Fort Worth 

Sumber : Portal Bandung 

 

   Berikut beberapa realisasi program kerja sama 

Bandung-Fort Worth antara lain:  

1. Sumbangan peralatan Base ball untuk 

perkembangan olah raga base ball di Kota 

Bandung, pelatihan langsung diberikan kepada 

para pelatih Base ball Perbasi Kota Bandung pada 

tahun 1985;  

2. Bantuan kepada 6 (enam) Panti Asuhan di Kota 

Bandung;  

3. Bantuan bagi biaya pelatihan dan belajar bagi pe-

ningkatan sumber daya manusia dari Kota 

Bandung;  

4. Bantuan Program “Emergency Preparedness” 

(Sinaga, 2010). 

 

 4. Kerjasama Sister City Kota Bandung dan Liuzhou, 

RRC 

   Pada tanggal 5 Maret 2004, Pemerintah Kota 

Bandung menerima surat dari Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia di Guangzhou tertanggal 1 Maret 

2004, No. BB-062/KJR-GUANGZHOU/III/04, perihal 

Rencana Kunjungan Wakil Walikota Liuzhou, Provinsi 

Guangxi, Republik Rakyat China ke Kota Bandung 

dalam rangka penjajakan kerjasama Kota Kembar 

Bandung-Liuzhou. Lalu, pada tanggal 31 Maret – 1 

April 2004, delegasi Kota Liuzhou dipimpin oleh wakil 

walikota, Ms. Li Xuxiang, didampingi oleh Mr. Bai 

Weixing, Mr. Gao Pu dan Ms. Zhang Xiazhong 

mengunjungi Bandung (Bagian Kerjasama Daerah 

Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016). Pada 

pertemuan itu perwakilan dari Liuzhou menyatakan 

ketertarikannya untuk bermitra dengan Kota Bandung 

dan menyampaikan undangan resmi untuk berkunjung 
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dari Walikota Liuzhou untuk Walikota Bandung. 

Penandatanganan MoU kedua belah pihak dilaksanakan 

di Plaza Monumen Bandung Lautan Api atau Taman 

Asia-Afrika Tegallega pada tanggal 21 September 2006 

(www.bandung.go.id). 

 

   Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 

kerangka Sister City Bandung-Liuzhou adalah bidang : 

a. Ekonomi, Perdagangan, Industri; 

b. Pendidikan dan Kebudayaan; 

c. Pariwisata dan Lingkungan Hidup; 

d. Pemuda, Olah Raga dan Kesehatan; 

e. Ilmu Pengetahuan dan bidang lain yang 

dimungkinkan (Bagian Kerjasama Daerah 

Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016). 

 

 
Gambar 2.6 Tugu Sister City Bandung-Liuzhou 

 Sumber : Portal Bandung 
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Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain : 

1. Studi Komparasi bagi para pendidik (SMK) dan 

unsur dinas pendidikan; 

2. Kunjungan timbal balik pejabat kedua pemerintah 

kota; 

3. Penjajakan kerjasama antara DPRD Kota 

Bandung dengan Dewan Kota Liuzhou; 

4. Mengaktifkan kembali program pertukaran guru; 

5. Pembangunan Monumen Sister City Bandung – 

Liuzhou di Kota Bandung 

6.      Pengiriman Staff Dinas Pertamanan dan 

Pemakaman Kota Bandung mempelajari 

pengembangan pertamanan; 

7.     Misi promosi pariwisata Kota Bandung dan 

penandatanganan kerjasama antara Kebun 

Binatang Bandung dan Kebun Binatang Liuzhou 

(Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah 

Kota Bandung, 2016). 

 

 5. Kerjasama Sister City Kota Bandung dan Kawasaki, 

Kanagawa Prefecture, Jepang 

 

    Penandatanganan Memmorandum of 

Understanding kerjasama Kota Bandung, Provinsi Jawa 

Barat dengan Kota Kawasaki, Kanagawa Prefecture, 

Jepang tentang : Kerjasama antar Kota Berkelanjutan 

dan REndah Karbon, tanggal 17 Februaru 2016. 

  Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 

kerangka Sister City Bandung-Kawasaki adalah : 

  1. Proyek Kerjasama dengan BAPPEDA dan Badan 

Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung. 

 

   Kerjasama yang telah dilaksanakan antar kedua 

belah pihak antara lain : 

1. Manajemen Limbah Padat; 



 

 

45 

 

2. Manajemen Air Limbah; 

3. Manajemen Kualitas Udara; 

4. Manajemen Energi; 

5. Teknologi Transportasi; 

6. Bidang-bidang lingkungan hidup lainnya yang akan 

disetujui oleh para Pihak (Bagian Kerjasama Daerah 

Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016). 

 

 
Gambar 2.7 Proses Penerimaan Delegasi dari Kawasaki 

di Bandung 

Sumber : 

http://kerjasama.bandung.go.id/2017/10/18/penerimaan-

delegasi-kawasaki-waterworks-bureau 

 

http://kerjasama.bandung.go.id/2017/10/18/penerimaan-delegasi-kawasaki-waterworks-bureau
http://kerjasama.bandung.go.id/2017/10/18/penerimaan-delegasi-kawasaki-waterworks-bureau

